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Perolehan Pajak BPHTB Memble

Target Rp9,5 T Baru Dapat Rp3,7 T

JAKARTA (Pos Kota) — Pemprov DKl Jakarta tengah menyusun draf aturan untuk mengatur pemungutan

pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan B
 sesuai dengan target.

angunan (BPHTB). Pengaturan diperlukan agar perolehan BPHTj

Saat ini pajak dari
BPHTB baru mencapai
Rp3,7 triliun dari target
Rp9,5 triliun. Badan Pa-
jak dan Retribusi Daer-
ah (BPRD) DKI Jakarta
menyusun aturan baru
agar BPHTB bisa dipun-
gut saat pembuatan
perikatan perjanjian jual
beli (PPJB). Selama ini
BPHTB ditarik setelah
terjadi jual beli melalui
Akte Jual Beli (AJB).

Wakil Kepala BPRD
DKI Jakarta, Yuandi
Bayak Miko mengakui
masalah tersebut.
"Kami sampai saat ini

masih di posisi 39 pers-:

en. Dari target Rp9,5 tri-
liun baru Rp3,7 triliun,"
ucapnya, Rabu (6/11).
Yuandi mengatakan,
BPRD menemukan pen-
jualan properti, terutama
apartemen dengan Nilai
Jual Objek Pajak
(NJOP) di atas Rp1 mil-
iar diibukota hanya men-
gandalkan PPJB, kemu-
dian dijual kembali sebe-
lum lunas dan mendap-
at AJB. Akibatnya, pa-
jak BPHTB Iolos.
Aturan baru nantinya
bisa menjaring pada
tingkat PPJB. Hal terse-
but dimungkinkan se-

suai keputusan Mahka-
~mah Agung RL. "BPRD

pun ielah menelaah pu-
tusan Mahkamah A-
gung, di mana PPJB
dimungkinkan menjadi

dasar pengenaan bea,”

ucapnya. .

Nantinya, besaran
BPHTB yang diba-
yarkan wajib pajak pemi-
lik properti pun bisa di-
tarik kembali apabila in-
gin menjual asetnya
sebelum mendapat
AJB. ;

PENJULAN ASET
Selain itu, penurunan
pajak BPHTB juga di-
picu rendahnya transak-
si properti akibat pereko-
nomian yang juga me-
lemah.
. Seperti diketahui,
BPHTB di Jakarta ber-
tumpu pada penjualan
aset tanah atau ban-
gunan yang memiliki
nilai jual objek pajak
(NJOP) di atas Rp1 mil-
iar. -
Lesunya penjualan
properti inilah, sambung
Yuandi, membuat real-
isasi BPHTB paling je-
blok dibandingkan den-
gan jenis pajak lain, yak-
ni Rp3,7 triliun dari tar-
get Rp9,5 triliun.
Selain BPHTB, pen-

. dapatan Pemprov DKI

Jakarta berrumpuk
pada pajak lain, namun
hingga kini target pajak
juga belum tercapai.
"Tapi kami optimis pada
sisa waktu hingga akhir
Desember target bisa
tercapai,” ujarnya.

Saat ini pajak yang jadi
andalan adalah Pajak

Kendaraan Bermotor

(PKB) Rp7,3 triliun dari

target Rp8,8 triliun
(83,5%).Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) Rp4,5 ftriliun
dari target Rp5,6 triliun
(80,3%).

Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
(PBB-KB) mencapai se-
kitar Rp1,04 triliun dari
target Rp1,27 triliun
(81,6%). Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan
Perkotaan (PBBP2)
Rp8,8 friliun dari target
Rp10triliun (85,9%).

Pajak Reklame menca-

pai Rp862 miliar daritar-

get Rp1,05 triliun
(82,1%).Pajak AirTanah
(PAT) Rp86 miliar, dari
target Rp110 miliar
(78,7%).

Pajak Hotel mencapai
sekitar Rp1,36 triliun dari
target Rp1,8 triliun
(75,8%). Pajak Restoran
mencapai sekitar Rp2,9
triliun dari target Rp3,55
triliun (83%). Pajak Hibu-
ran mencapai Rp671 mil-
iar dari target Rp850 mil-
iar (78,9%)

Pajak Penerangan
Jalan (PPJ) mencapai
sekitar Rp669 miliar dari
target Rp810 miliar
(82,6%). Pajak Parkir
mencapai Rp446 miliar
dari target Rp525 miliar
(85,1%). Pajak Rokok

-mencapai sekitar Rp533

miliar dari target Rp620
miliar (85,9%).
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